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BAB V 

PENUTUP 

1.   Kesimpulan 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab 

pendahuluan, dan bab pembahasan yang telah diuraikan pada Bab II dan 

III, serta Bab IV mengenai analisis pokok permasalahan berdasarkan 

penelitian langsung yang dilakukan penulis didukung dengan sumber-

sumber lainnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait. Maka 

dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1.  Perikatan antara PT MRT Jakarta selaku pelaku usaha dengan 

pengguna jasa MRT selaku konsumen adalah perjanjian/kontrak 

yang terbentuk saat konsumen membeli tiket dengan membayar 

sesuai dengan harga yang telah ditetapkan PT MRT Jakarta. Dari 

perjanjian tersebut, kemudian lahir hak dan kewajiban bagi para 

pihak. Atas perjanjian konsumen dengan PT MRT Jakarta, prestasi 

antara para pihak terukur, sehingga konsumen terikat terhadap 

peraturan yang diterapkan dalam penyelenggaraan prasarana MRT 

Jakarta begitu juga dengan PT MRT Jakarta harus memenuhi 

pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SPM MRT Jakarta. PT MRT 

Jakarta merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang transportasi publik, sehingga bentuk tanggung 

jawabnya adalah Tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Komersial 

(Commercial Liability), sehingga tanggung jawab yang timbul 

adalah tanggung jawab kontraktual (Contractual Liability).  

2.   SPM merupakan ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi 

oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada 

pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai bentuk kewajiban dan 

janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
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yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. PT MRT 

Jakarta (Perseroda) bertanggung jawab untuk selalu memenuhi 

kriteria SPM, yaitu keselamatan, keamanan, keandalan, 

kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan baik di stasiun maupun di 

perjalanan seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 

2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan 

Moda Raya Terpadu/Lintas Raya Terpadu. Namun dalam 

pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang 

tidak memenuhi SPM seperti beberapa diantaranya adalah 

pemadaman listrik mengakibatkan konsumen terjebak di dalam 

MRT dan di stasiun, layanan penjualan tiket terbatas akibat mesin 

tiket otomatis tidak berfungsi, gerbang pembayaran tiket kartu tidak 

berfungsi, diadakannya fashion show di dalam kereta MRT, 

terlambatnya pemberian informasi dalam hal terjadinya gangguan 

perjalanan kereta, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan-

permasalahan tersebut PT MRT Jakarta dapat melanggar ketentuan 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK. Oleh karena tidak 

terpenuhinya SPM maka terdapat potensi adanya pelanggaran atas 

hak-hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pertanggungjawaban dapat dilihat dalam maklumat pelayanan MRT 

Jakarta yang menyatakan suatu kesanggupan penyelenggaraan 

prasarana dan sarana MRT Jakarta Jakarta sesuai SPM yang telah 

ditetapkan, dan apabila tidak memenuhi standar tersebut maka PT 

MRT Jakarta tunduk dengan peraturan perundang-undangan. 

3.   Penyelesaian sengketa antara PT MRT Jakarta dengan konsumen 

akibat tidak terpenuhinya SPM dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 

19 UUPK. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian 

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Sejauh penelitian yang telah dilakukan 



 116 

mengenai permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan 

sebelumnya, berdasarkan peristiwa mati listrik yang mengakibatkan 

konsumen terjebak di dalam dan di stasiun MRT dan perlu dilakukan 

evakuasi. PT MRT Jakarta telah memenuhi ganti rugi berupa 

pengembalian uang (refund) kepada konsumen, sebesar harga yang 

telah dibayarkan oleh konsumen kepada PT MRT Jakarta. Belum 

terdapat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan PT MRT Jakarta 

harus memberikan ganti rugi dalam bentuk lain selain pengembalian 

uang. Apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) maka konsumen dan 

PT MRT Jakarta dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan 

melalui BPSK atau melalui pengadilan. Konsumen dan PT MRT 

Jakarta perlu melakukan upaya terlebih dahulu penyelesaian 

sengketa melalui jalur damai guna mencapai musyawarah untuk 

mufakat.  

2.  Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini dan kesimpulan yang 

dirumuskan di atas, maka penulis memberikan saran mengenai masalah 

terkait dan membagi saran untuk 3 (tiga) pihak yaitu PT MRT Jakarta, 

Konsumen, dan Pemerintah DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 

a.    Untuk PT MRT Jakarta: 

1.  Memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, 

sesuai dengan maklumat pelayanan sehingga akan 

meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat 

terhadap PT MRT Jakarta; 

2.  Lebih bijak dalam bekerja sama dengan pihak lain dalam 

menyelenggarakan suatu kegiatan seperti penyelenggaraan 

fashion show di dalam MRT; 

3.   Memberikan pengetahuan kepada konsumen, seperti hak-hak 

yang dimiliki konsumen, kewajiban yang harus dilakukan 
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konsumen, tata tertib yang berlaku dalam penyelenggaraan 

MRT, mengenai cara menyampaikan keluhan yang benar 

agar dapat ditindaklanjuti, dan upaya apa yang harus 

dilakukan ketika konsumen mengalami kerugian; 

4.   Perlu memberdayakan aparatur lebih baik lagi 

memperhatikan optimalisasi segala sarana penunjang MRT 

(seperti mesin tiket, mesin tap, cadangan daya listrik) di 

stasiun maupun di perjalanan; 

5.  Perlu memberikan tindakan tegas terhadap konsumen yang 

melanggar larangan-larangan yang diberlakukan pada 

penyelenggaraan MRT Jakarta, salah satunya seperti larangan 

makan, minum, dan duduk di stasiun. 

b.    Untuk Konsumen 

1. Harus lebih meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi 

dirinya sendiri dan konsumen lain atas hak-hak yang 

semestinya diperoleh. 

c.    Untuk Pemerintah DKI Jakarta 

1.  Untuk lebih baik lagi mengawasi PT MRT Jakarta dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya, baik dalam 

penginformasian regulasi/peraturan, operasional MRT, serta 

menjamin pelayanan yang dilakukan PT MRT Jakarta 

terhadap konsumen. 
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